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KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR  11 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

BADAN ANGGARAN DI  DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya memberikan saran pertimbangan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan dan persiapan pembahasan APBD;   

	 
	
	b.
	bahwa sesuai kewenangan  sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan  amanat Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Pasal 67 maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu Keputusan DPRD; 

	
	
	c. 
	berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu  Keputusan  DPRD tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Raja Ampat;

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

	
	
	2. 
	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	
	
	3. 
	Undang-undang Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);                                                     

	
	
	4. 
	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

	
	
	5. 
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

	
	
	6. 
	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

	
	
	7. 
	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	
	
	8. 
	Undang-undang Nomor  15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun  2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Nomor 4400);

	
	
	9. 
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4433);

	
	
	10. 
	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

	
	
	11. 
	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5316);

	
	
	12. 
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568);

	
	
	13. 
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

	
	
	14. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

	
	
	15. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

	
	
	16. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah;

	
	
	17. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

	
	
	18. 
	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tanggal 9 Juli  2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2014-2019;

	
	
	19. 
	Surat Keputusan Gubernur  Papua Barat Nomor  171.2/219/10/2014 Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Masa Jabatan 2014-2019;

	
	
	20. 
	Peraturan DPRD Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Raja Ampat;

	
	
	
	

	Memperhatikan
	:
	-


	Peraturan DPRD Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat;

	
	
	-
	rapat internal DPRD Kabupaten Raja Ampat tentang Pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Raja Ampat tanggal 24 Maret 2015;

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	
	
	

	KESATU
	:
	Menetapkan  Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran  di DPRD Kabupaten Raja Ampat, sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD bersifat tetap.

	KEDUA
	:
	Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran  sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terdapat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

	KETIGA
	:
	Masa tugas Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran  ditetapkan paling lama  2 1/2  tahun, dan akan dilakukan penggantian anggotanya pada awal tahun anggaran.  

	KEEMPAT

	:
	Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD  nomor 5 tahun 2015 tentang Penetepan pimpinan dan anggota Badan Anggaran  sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

	KELIMA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


	Ditetapkan di 
	:
	Waisai 

	Pada tanggal
	:
	 24 Maret 2015


        
 PIMPINAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT
KETUA,

[image: image2]
HENRY.A.G.WAIRARA

WAKIL KETUA I,                                             WAKIL KETUA II,

               ABDUL FARIS UMLATI                                    YULIANA MANSAWAN
Tembusan kepada Yth  :

1. Sekretaris DPRD;

2. Ketua-ketua Fraksi;

3. Para Kabag. di lingkungan Setwan DPRD Kab. Raja Ampat;

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Setwan;

5. Masing-masing anggota Badan Anggaran;

6. Arsip.- 
	Lampiran 
	:
	KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT

	Nomor
	:
	11 Tahun  2015

	Tanggal
	:
	24  Maret 2015


KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA  

BADAN  ANGGARAN 


	Ketua
	:
	KETUA  DPRD

	Wakil Ketua
	:
	- WAKIL KETUA I

	
	
	- WAKIL KETUA II


	Sekretaris
	:
	 SEKRETARIS DPRD


	Anggota
	:
	1. REYNOLD M. BULA, SE. M.Si

	
	
	2. TIDORIS. J. KAPISA

	
	
	3. RAHMAWATI, S.IP 

	
	
	4. Drs. H. ABBAS UMLATI, SR
5. YOHANIS RUMBARAK, SH

6. ISMAIL SARAKA

7. CHARLES A.M. IMBIR, ST, MSi
8. ELSYE WAMAFMA, S. IP


	
	
	


	Ditetapkan di 
	:
	 Waisai

	Pada tanggal
	:
	24 Maret 2015



         PIMPINAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT,

KETUA,
                                                    HENRY A.G. WAIRARA
WAKIL KETUA I,                                            WAKIL KETUA II,

             ABDUL FARIS UMLATI                                       YULIANA MANSAWAN
